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Abstrak 
Pembangunan kecamatan dilaksanakan melalui prakarsa, partisipasi aktif, prakarsa dan swadaya 
masyarakat itu sendiri. Pembangunan merupakan prioritas utama untuk dapat meningkatkan 
penghasilan masyarakat, terutama bagi anggota pengrajin, pedagang kecil dan lain-lain. Dengan 
meningkatnya penghasilan masyarakat berarti kesejahteraan masyarakat semakin meningkat pula, 
sehingga dapat menimbulkan dampak positif, seperti meningkatnya tingkat pendidikan, kesehatan 
dan sebagainya. Dengan demikian pembangunan perekonomian masyarakat kecamatan hanya akan 
terwujud jika pelaksanaannya mencerminkan keterpaduan antar unsur pemerintah sebagai pembina 
dan pembimbing untuk masyarakat. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa fungsi dan 
peranan Camat telah dilaksanakan dengan baik. Camat selalu mengadakan tatap muka dengan 
pemuka masyarakat di samping juga mengadakan pertemuan-pertemuan dengan lurah yang ada di 
Kecamatan kabupaten Langkat.  
 
Kata Kunci : Usaha-Usaha Camat; Pembinaan Masyarakat; Pembangunan Desa 
 
Abstract 
Kecamatan development is carried out through initiatives and is largely determined by active 
participation and initiative and self-help of the community itself. Development is a top priority for 
increasing community income, especially for craftsmen, small traders and others. With the increase 
in people's income means the welfare of the community is increasing as well, so it can cause 
positive impacts, such as increased levels of education, health and so forth. Thus the development 
of the economy of the sub-district will only be realized if the implementation reflects the 
integration between the government elements as a coach and mentor, while for the community 
resources, initiative, self-help and participation. From the research, it was found that the function 
and role of the Camat had been implemented. Camat always hold face to face with community 
leaders as well as holding meetings with the village heads in Kecamatan Langkat district. 
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Hakekat pembangunan desa bertujuan 
untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup 
masyarakat. Di samping itu pemerintah desa 
merupakan suatu strategi pembangunan yang 
memungkinkan pemerataan pembangunan 
dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyatnya 
dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 
dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah 
yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa 
sebagai alat untuk mencapai tujuan 
administrasi negara, berfungsi sebagai tangan 
panjang pemerintah dalam rangka 
pembangunan nasional demi tercapainya 
kesejahteraan rakyat yang merata di seluruh 
tanah air. Oleh karena itu diperlukan 
aparatur pelaksana yang mampu memahami, 
mengkaji dan menelaah serta menyelesaikan 
permasalahan yang timbul, sebagai 
konsekuensi logis dari pada usaha 
penyempurnaan aparatur pemerintahan maka 
akan dapat menambah kemampuan aparatur 
pemerintah dalam melakukan. 
Sebagaimana diketahui struktur negara 
di Indonesia, pemerintahan Kecamatan masih 
tetap ditempatkan sebagai unit pemerintahan 
terendah. Dalam hal ini juga menjadi 
kenyataan bahwa pemerintah kelurahan 
sebagai alat pemerintah yang ada dan 
langsung dibawah kecamatan merupakan 
tempat tumpuan segala urusan dari segenap 
unsur pemerintah yang langsung berada 
diatasnya.  
Dalam rangka usaha pelaksanaan 
pembangunan dewasa ini pemerintahan 
kecamatan memegang peranan yang sangat 
menentukan karena sebagian terbesar dari 
potensi yang diperlukan dalam pelaksanaan 
pembangunan sekarang ini terdapat di 
tingkat kelurahan. Pembangunan Nasional 
yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan 
Masyarakat diberbagai bidang, merupakan 
usaha untuk dapat memperkecil/meniadakan 
keterbelakangan dan kemiskinan yang masih 
dirasakan sebagian rakyat Indonesia terutama 
masyarakat yang berdomisili di 
pedesaan/kelurahan. Pada dasarnya 
Pembangunan Nasional bertujuan: (1) untuk 
mewujudkan suatu masyarakat adil dan 
makmur berdasarkan Pancasila di dalam 
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
(2) untuk mewujudkan tujuan tersebut, 
pemerintah bersama-sama dengan masyarakat 
melaksanakan pembangunan di berbagai 
bidang: ekonomi, politik, sosial budaya dan 
pertahanan keamanan, dimana pelaksanaan 
nya tetap didasarkan atas azas pemerataan di 
seluruh pelosok tanah air.  
 Dari penjelasan tersebut dapat 
dikemukakan bahwa pembangunan kecamatan 
dilaksanakan melalui prakarsa dan 
pembangunan kecamatan sangat ditentukan 
oleh partisipasi aktif dan prakarsa dan 
pembangunan kecamatan sangat ditentukan 
oleh partisipasi aktif dan prakarsa serta 
swadaya masyarakat itu sendiri. Disamping itu 
dijelaskan pula bahwa pembangunan 
merupakan prioritas utama untuk dapat 
meningkatkan penghasilan masyarakat, 
terutama bagi anggota masyarakat yang 
pendapatannya relatif rendah. Dengan 
demikian pembangunan perekonomian 
masyarakat kecamatan hanya akan terwujud 
jika pelaksanaannya mencerminkan 
keterpaduan antar unsur pemerintah sebagai 
pembina dan pembimbing.  
Agar desa mampu menggerakkan, 
mengatur, mengendalikan dan mendorong 
masyarakat untuk memajukan desa dengan 
pembangunannya dibutuhkan seorang kepala 
desa dan perangkat desa yang berhasil guna 
dan berdaya guna, profesional. Selain itu 
perangkat desa juga harus bersih, produktif, 
berwibawa, kreatif, transparan, inovatif, peka, 
antisipasif dan proaktif, serta juga mempunyai 
visi (Sondang P. Siagian, 2008: 159-163). Selain 
melaksanakan tugas-tugas umum 
pemerintahan Camat juga melaksanakan 
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan 
oleh pemerintahan di atasnya untuk 
menangani sebagian urusan otonomi daerah, 
yang meliputi aspek Perizinan, rekomendasi, 
koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, 
penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain 
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yang dilimpahkan. Pelimpahan sebagian 
wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria 
ekternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang 
dimaksud adalah adalah kriteria pelimpahan 
urusan pemerintahan dengan memperhatikan 
dampak yang timbul sebagai akibat dari 
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. 
Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat 
internal kecamatan, maka urusan pemerintahan 
tersebut menjadi kewenangan camat. 
 
METODE PENELITIAN 
BH. Ericson dalam bukunya 
“memahami data statistik untuk ilmu sosial” 
mengatakan: Populasi dapat berupa kumpulan 
dari setiap objek penelitian, pada dasarnya 
adalah himpunan semua hal (keseluruhan 
realita sosial) yang ingin diketahui. Sedangkan 
sample berarti contoh yaitu sebagian dari hal 
yang menjadi objek penelitian. Menurut 
Sapari Asyari, yang dimaksud dengan sample 
adalah: contoh yang dapat mewakili populasi 
atau cermin dari keseluruhan objek yang 
diteliti. 
 Berdasarkan penjelasan diatas maka 
yang menjadi populasi sekaligus sampel yang 
penulis ambil adalah semua personil 
kepegawaian yang terdapat di Kantor Desa 
Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten 
Langkat. Dalam pengambilan data maupun 
keterangan yang diperlukan  dalam penulisan 
ini menggunakan penelitian kepustakan dan 
penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan 
dilakukan dengan mengumpulkan data-data 
yang diperlukan dan diperoleh dari buku-buku, 
artikel, media massa, dan lain sebagainya, 
sedangkan penelitian lapangan dilakukan 
dengan turun ke lapangan untuk mengadakan 
pengumpulan data-data yang berhubungan 
dengan penelitian melalui interview/ 
wawancara dengan sumber-sumber yang 
dirasakan penulis dapat memberikan masukan. 
Pengamatan/observasi yaitu pengumpulan data 
dengan mengamati keadaan di lapangan secara 
langsung.  
 Selanjutnya data yang diperoleh 
dianalisis dengan rumusan masalah yang telah 
dirumuskan, sehingga dapat dengan jelas kita 
dapatkan jawaban dari rumusan masalah 
tersebut. Untuk menganalisa data yang 
diperoleh tersebut, maka digunakan metode 
analisa deskriptif dengan mengklasifikasikan 
data yang diperoleh sehingga dapat member 
gambaran terhadap permasalahan, sedangkan 
analisa komparatif digunakan untuk 
membandingkan antara teori dan data-data 
yang diperoleh dari lapangan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Desa Securai Selatan adalah salah satu 
desa di Kabupaten langkat. Sebagai salah satu 
wilayah kelurahan di wilayah hukum 
Kabupaten Langkat maka keberadaan Desa 
Securai Selatan sangatlah mendukung 
kebijaksanaan daerah. Adapun jarak Desa 
Securai Selatan dengan Ibukota Kecamatan 
sekitar 2 km, sedangkan jarak Ibukota Stabat 
sekitar 40 Km, dan jarak ke Ibukota propinsi 
sekitar 80 Km. Luas wilayah Desa Securai 
Selatan 169 Ha, yang terdiri dari tanah 
daratan Desa Securai selatan terbagi atas 12 
lingkungan, dan berada di atas permukaan 
laut setinggi 3 cm. 
 Masalah kependudukan adalah faktor 
yang perlu diperhitungkan dalam rangka 
pemberian pelayanan kepada masyarakat. Desa 
Securai Selatan hingga akhir januari 2001 
berpenduduk 9747 jiwa dengan 1971 KK. 
Sebagian besar penduduk Desa Securai Selatan 
bekerja di Sektor Swasta maupun juga bekerja 
secara sendiri-sendiri. Kehidupan masyarakat 
Desa Securai Selatan adalah kategori 
masyarakat modern karena hidup di dekat 
Ibukota Provinsi yang merupakan sumber 
masuknya kebudayaan luar.  
Adat istiadat yang berlaku dan 
kebiasaan yang berlangsung di tengah 
masyarakat masih tetap dipegang teguh seperti 
upacara pernikahan, upacara khitanan dan 
upacara adat istiadat lainnya. Akan tetapi 
melihat golongan mudah sudah begitu tertarik 
terhadap adat istiadat tersebut diatas. Untuk 
melestarikan kebudayaan daerah dan 
menghimpun para pemuda agar dapat 
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menyalurkan aspirasinya serta ketrampilan. 
Maka pemerintah Kelurahan melakukan upaya 
pembinaan melalui pendidikan karang taruna. 
 Adapun pola pembagian tugas di Kantor 
Camat adalah sebagai berikut : 
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan 
di wilayah Kecamatan 
b. Menyelenggarakan pemerintahan umum 
dan urusan pemerintahan lokal 
Kecamatan. 
c. Memegang kebijaksanaan politik dalam 
rangka usaha memelihara keamanan, 
ketertiban di wilayahnya. 
d. mengadakan kerjasama dengan unsur 
TNI/POLRI yang bertugas di wilayah 
Kecamatan untuk mempelancar tugas-
tugas pemerintahan. 
e. Melaksanakan tugas dibidang sipil lainnya 
di wilayah Kecamatan 
f. Melaksanakan tugas sebagai prajaksa 
Seorang Camat mempunyai tugas 
pokok dan tanggung jawab untuk 
melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang 
dilimpahkan oleh Bupati dalam pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. Mengingat posisi jabatan 
Camat berada dibawah Bupati dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah Kabupaten. Maka dalam hal 
ini, kewenangan tersebut dijabarkan dalam 
uraian tugas seorang Camat yakni: (1) 
Menetapkan program kegiatan kecamatan 
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, (2) Menyelenggarakan 
urusan pemerintahan umum, (3) 
Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat, (4) Mengkordinasikan upaya 
penyelenggaraan ketentraaman dan ketertiban 
umum, (5) Mengkoordinasikan penerapan dan 
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Bupati, (6) Mengkoordinasikan pemeliharaan 
prasarana dan sarana pelayanan umum, (7) 
Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat 
daerah di tingkat kecamatan, (8) Membina dan 
mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan 
kelurahan, (9) Melaksanakan urusan 
pemerintahan menjadi kewenangan kabupaten 
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja 
pemerintah daerah kabupaten yang ada di 
kecamatan, (10) Menetapkan Standar 
Operasional Prosedur kegiatan dinas, (11) 
Melaksanakan monitoring dan evaluasi, dan 
menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas 
bawahan secara berkala melalui sistem 
penilaian yang tersedia, (12) Membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan, (13) Menyampaikan 
saran dan pertimbangan kepada atasan secara 
lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan 
yang berlaku sebagai bahan masukan guna 
kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghndari penyimpangan dan (14) 
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai 
dengan perintah atasan.  
SIMPULAN 
Bahwa fungsi dan peranan Camat 
sebagai kepala wilayah dimaksudkan sebagai 
administrator pemerintahan, administrator 
pembangunan. Hal ini terlihat dari susunan 
organisasi pola pembagian tugas atau kerja 
yang ada pada kantor camat kecamatan 
kabupaten langkatn yang secara terperinci 
dan telah nyata adanya pembagian tugas yang 
jelas antara seluruh aparat-aparat 
pemerintahan yang ada telah terkait serta 
saling dukung mendukung. 
Camat dapat melaksanakan koordinasi 
dengan instansi vertikal di kecamatannya 
dengan baik maka fungsi dan peran nya 
selaku Kepala Wilayah dapat tercapai dengan 
baik, karena di dalam melaksanakan tugasnya. 
Camat harus menjalankan fungsi 
koordinasinya terhadap semua pelaksanaan 
pembangunan di wilayahnya terutama di 
tingkat kelurahan, selalu mengadakan 
kunjungan, tatap muka dengan pemuka 
masyarakat disamping juga mengadakan 
pertemuan-pertemuan dengan Lurah yang 
ada di Kecamatan Kabupaten Langkat. Terkait 
dengan peranan pemerintah terhadap proses 
pembangunan, selalu berkembang dari satu 
Marasakti Siregar, Indra Muda (2014). Usaha–Usaha Camat Dalam Rangka Pembinaan  
126 
 
masa ke masa yang lain. Pada masa 
tradisional peranan pemerintah sebagai 
penjaga keamanan  dan ketertiban. Kemudian 
peranan pemerintah sebagai abdi sosial dari 
keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam 
masyarakat. Selanjutnya timbul lagi. 
Selanjutnya timbul lagi peran pemerintah 
sebagai pendorong inisiatif usaha 
pembaharuan dan pembangunan masyarakat. 
Jadi dalam hal ini pemerintah menjadi agen 
perubahan/ pembaharuan pembangunan.  
Selanjutnya dalam pembangunan 
ekonomi masyarakat di Kecamatan Babalan 
Kabupaten Langkat sudah cukup mantap. Hal 
ini dibuktikan dengan adanya peraturan-
peraturan dan perizinan pada Badan Usaha 
Swasta seperti bank swasta untuk 
melaksanakan kegiatan-kegiatan perekonomian. 
Selain memberikan izin usaha, pemerintah juga 
turut mengawasi kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakn oleh bank swasta tersebut, baik 
dalam hal pengkreditan, pemberian bunga 
simpanan tabungan dan sebagainya.  
Selain itu, pemerintah juga memberikan 
kesempatan kepada masyarakat untuk 
membuka usaha-usaha perekonomian sendiri 
misalnya membuka toko-toko kelontong dan 
industri kecil di wilayah kelurahan tersebut. 
Selain itu, pemerintah juga sudah memberikan 
sarana atau lokasi perekonomian seperti pasar 
yang ada di sekitar kecamatan Sunggal, yang 
dapat  dipergunakan sebagaimana mestinya 
dalam kegiatan perekonomian masyarakat.  
Dengan demikian, pembangunan 
perekonomian di Kecamatan Babalan 
Kabupaten Langkat dpat terlaksana dengan 
baik, sehingga masyarakat dapat merasakan 
manfaatnya dan menggunakan peluang yang 
diberikan pemerintah dengan sebaiknya pula. 
Dalam swadaya masyrakat bukan penyertaan 
dana dan fisik yang diutamakan, tetapi juga 
penyertaan pikiran da perasaan. Disamping 
itu, terdapat suatu usaha untuk memberikan 
motivasi dan usaha untuk menjadikan mereka 
mengerti akan pembangunan yang telah 
ditetapkan.  
Camat selaku wakil pemerintah di 
Kabupaten  dan sekaligus sebagai pemimpin  
diwilayah tersebut harus mampu berperan 
lebih besar dalam rangka menggerakkan dan 
mendorong swadaya masyarakat dalam usaha-
usaha pembangunan. Oleh karena itu, tanpa 
keiikutsertaan masyarakat yang aktif dari 
seluruh lapisan masyarakat dalam rangka 
proses pelaksanaan pembangunan maka 
tujuan pembangunan tersebut sulit dicapai.  
Di satu pihak keikutsertaan masyarakat 
sangat penting bagi pelaksanaan 
pembangunan da bahkan salahsatu tujuan 
pembangunan itu sendiri yakni terlibatnya, 
tergeraknya seluruh masyarakat dalam proses 
penyelenggaraan pembangunan, sesuai dengan 
arah dan strategi pembangunan yang telah 
ditetapkan elalui bentuk swadaya. Dilain pihak 
proses pemangunan itu sendiri diharapkan 
akan menimbulkan perluasan swadaya 
masyarakat.  
Dari hal tersebut jelas tampak bahwa, 
masyarakat mempunyai kedudukan yang 
ganda yakni masyarakat sebagai subjek 
pembangunan yaitu berkedudukan sebagai 
pelaku/pembanguan sekaligus berkedudukan 
sebagai objek pembangunan yaitu rakyat 
berkedudukan sebagai yang dibangun. Dengan 
demikian agar proses pembangunan tersebut 
terlaksana sesuai dengan strategi dan arah 
pembangunan, maka masyarakat harus 
diikutsertakan. Dengan keikutsertaan tersebut, 
timbul pengetahuan yang jelas tentang 
maksud dan tujuan pembangunan yang akan 
mereka laksanakan, sebab tanpa pengertian 
yang jelas daripada masyarakattentang sesuatu 
yang harus dilaksanakannya, bahkan mungkin 
masyarakat akan bersikap tidak mau tahu 
terhadap hal tersebut.  
Di wilayah Kecamatan Kabupaten 
Langkat, dalam rangka menentukan strategi, 
arahh dan tujuan kebijaksanaan pembangunan 
masyarakat selalu dikutsertakan. Yang 
terwakili dalam LPMD. Dalam rangka 
menggerakkan keikutsertaan masyarakat di 
wilayahnya dalam penentuan kebijakasanaan 
pembangnan tersebut, kepala kelurahan 
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berusaha semaksimal mungkin untuk 
menciptakan keseimbangan mengenai 
pemetikan hasil pembangunan tersebut, yaitu 
pemerataan dalam memikul beban 
pembangunan dan pemerataan hasil-hasil 
pembangunan tersebut. 
Disamping itu, guna menggerakkan 
keikutsertaan, pemerintah Kecamatan 
Kabupaten Langkat selalu mengusahakan 
peningkatan kemampuan masyarakat untuk 
merumuskan tujuan dan cara-cara 
merencanakan tujuan yang baik. Untuk itu, 
pemerintah kecamatan selalu memberikan 
pelatihan dan pengarahan, hal ini dilakukan 
kepada pengurus LPMD dan organisasi 
masyarakat lainnya yang ada di wilayah 
Kecamatan Kabupaten Langkat tersebut. 
Selanjutnya Masyarakat adalah 
sekelompok orang yang memiliki perasaan 
sama atau menyatu satu sama lain karena 
mereka saling berbagi identitas, kepentingan-
kepentingan yang sama, perasaan memiliki, 
dan biasanya satu tempat yang sama (Suriadi, 
2005: 41). Menurut kodratnya, manusia tidak 
dapat hidup menyendiri, tetapi harus hidup 
bersama atau berkelompok dengan manusia 
lain yang dalam hubungannya saling 
membantu untuk dapat mencapai tujuan 
hidup menurut kemampuan dan 
kebutuhannya masing-masing atau dengan 
istilah lain adalah saling berinteraksi. PP No. 
72 Tahun 2005 Tentang Desa Pemberdayaan 
Masyarakat memiliki makna bahwa 
penyelenggaraan pemerintahan dan 
pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan 
untuk meningkatkan taraf hidup dan 
kesejahteraan masyarakat melalui penetapan 
kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai 
dengan esensi dan prioritas kebutuhan 
masyarakat. Pembangunan berarti menaruh 
kepercayaan kepada masyarakat untuk 
membangun dirinya sendiri sesuai dengan 
kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan 
ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang 
sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan 
untuk memutuskan (empowerment). 
Pembangunan berarti membangkitkan 
kemampuan untuk membangun secara 
mandiri (sustainability).Pembangunan berarti 
mengurangi ketergantungan negara yang satu 
dengan negara yang lain dan menciptakan 
hubungan saling menguntungkan dan saling 
menghormati (interdependence). Pembinaan 
terhadap masyarakat dilakukan dengan cara: 
(1) pembinaan masyarakat dalam bidang 
ekonomi, usaha untuk menggalakkan 
pembangunan desa yang dimaksudkan untuk 
memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup 
serta kondisi sosial masyarakat desa yang 
merupakan bagian terbesar dari masyarakat 
Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu 
pemerintah, swasta dan warga desa. Dalam 
prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah 
masih dominan dalam perencanaan dan 
pelaksanaan maupun untuk meningkatkan 
kesadaran dan kemampuan teknis warga desa 
dalam pembangunan desa.  
Berbagai teori mengatakan, bahwa 
kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi 
kunci keberhasilan pembangunan desa. 
Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran 
warga desa akan pentingnya usaha-usaha 
pembangunan sebagai sarana untuk 
memperbaiki kondisi sosial dan dalam 
meningkatkan partisipasi warga desa dalam 
pembangunan banyak tergantung pada 
kemampuan pemimpin, (2) pembinaan  
masyarakat desa pada bidang hukum, (3) 
pembinaan di bidang hukum dilakukan oleh 
pemerintah desa dengan bekerjasama dengan 
dinas terkait dan pihak kepolisian yang  
dimaksudkan agar pemuda dapat memberikan 
bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan 
anak di lembaga-lembaga pemasyarakatan 
anak negara. Contoh pemuda berkumpul 
untuk mendiskusikan bahaya akibat narkotika, 
diberi penyuluhan akibat adanya perkelahian 
pelajar,(4) pembinaan masyarakat pada bidang 
agama yaitu pembinaan   ini   untuk   
meningkatkan   kehidupan   beragama 
dikalangan pemuda, mengadakan pengajian 
setiap minggu serta kerja bakti untuk 
membangun tempat ibadah. Pembinaan 
masyarakat pada bidang Kesehatan ditujukan 
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untuk pembentukan generasi muda yang 
sehat, baik fisik maupun mental serta mampu 
berperan dalam upaya meningkatkan 
kesehatan masyarakat dan lingkungannya. 
Dalam rangka pembinaan, pemerintah 
memfasilitasi penyelenggaraan pemerintah 
daerah. Yang dimaksud dengan memfasilitasi 
adalah upaya memberdayakan daerah otonomi 
melalui pemberian pedoman, bimbingan, 
pelatihan, arahan dan supervisi. Pemerintah 
Desa Securai Kecamatan Babalan Kabupaten 
Langkat dalam melaksanakan pembinaan 
terhadap masyarakat dengan cara 
mengumpulkan masyarakat untuk 
memberikan pengertian tentang apa-apa yang 
perlu dilaksanakan suatu kegiatan dan 
bagaimana pelaksanaannya nanti di lapangan. 
Apabila masyarakat telah memahami 
dan mengerti tentang hal tersebut maka 
pemerintah desa tinggal mengarahkan dan 
memberikan bimbingan bagaimana system 
pengelolaan suatu program baik program 
pemberdayaan masyarkat di bidang 
pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan 
ekonomi maupun program pemberdayaan 
masyarakat di bidang pertanian dan 
perkebunan. Pembinaan yang paling giat 
dilakukan oleh Pemerintah Desa Sederhana 
adalah pembinaan dalam kegiatan keagamaan, 
sosial budaya dan pembinaan kepada ibu-ibu 
pkk. 
 Fasilitasi kegiatan ditindaklanjuti 
dengan pemberian bantuan alat-alat seni dan 
ceramah agama yang biasanya didatangkan 
dari luar desa. Kegiatan yang telah disusun 
oleh pemerintah desa untuk melakukan 
kegiatan pembersihan secara bergotong-
royong di tempat ibadah setiap dua minggu 
sekali merupakan bentuk kepedulian yang 
ditanamkan untuk memupuk semangat tali 
silaturrahim dengan sesama warga, dan 
pengajian yang rutin diadakan setiap minggu 
yang disertai dengan ceramah agama biasanya 
banyak dihadiri oleh anak-anak muda. Tujuan 
dari pemerintah desa adalah menanamkan 
pemahaman agama sejak dini kepada generasi 
muda. 
 Menurut penulis, langkah diatas sangat 
perlu dilaksanakan, sebab proses 
pembangunan sering sekali memerlukan 
pembaharuan nilai-nilai, sikap-sikap maupun 
struktur  kelembagaan dalam masyarakat. 
Dengan demikian, pemerintah kecamatan telah 
mampu membina hubungan yang baik dengan 
kelompok-kelompok dalam masyarakat, yang 
juga mendorong keikutsertaan masyarakat 
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